
GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal kepada
Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan perusahaan swasta yang
berdomisili dan beroperasi di Papua serta Tata cara penyertaan modal
pemerintah provinsi sebagaimana diatur dengan peraturan perundang
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ......./2
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4009);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran
Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur ialahGubernur Papua.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun
barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

7. Kekayaan daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang maupun barang.

8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha
bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian
keuntungan.

9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara
lain BUMN dan BUMD swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum
Indonesia.
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Pasal 2

Penyertaan modal daerah terdiri dari :
a. Penyertaan modal dalam rangka pendirian Perusahaan Milik Negara (BUMN), Perseroan

Terbatas Daerah (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda);
b. Penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Swasta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi dan
efektivitas pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk usaha bersama yang saling
menguntungkan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah
dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

(2) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan
dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha.

(3) Pengurangan penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka :
a. penjualan saham milik daerah kepada Perseroan Terbatas;
b. pengalihan aset perusahaan daerah untuk Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan

daerah lain atau Perseroan Terbatas, pendirian perusahaan daerah baru, atau dijadikan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

c. pemisahan anak perusahaan perusahaan daerah menjadi perusahaan daerah; dan/atau
d. restrukturisasi perusahaan.

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) penyertaan
modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented.

(2) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3),
dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan daerah dan Perseroan
Terbatas yang bersangkutan.

(3) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3),
tidak boleh merugikan kepentingan kreditur.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 7

(1) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal 8

(1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah melakukan
pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.

(2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan.

(3) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana
penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan
modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5) Tim Penilai Keleyakaan Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaaksud pada ayat (2)
Sekretaris Daerah sebagai Ketua TIM, dan beranggotakan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan
Keuangan dan Aset Daerah, Bdan Perencanaan Daerah dan SKPD yang membidangi
perekonomian, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Rencana penyertaan modal daerah disampaikan oleh SKPD yang membidangi Perekonomian
selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Gubernur untuk mendapat
persetujuan.

Pasal 10

Rencana penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk satu kali masa anggaran atau lebih.

Pasal 11

Rencana penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal daerah yang telah mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Penyertaan Modal
Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh
SKPD yang membidangi Perekonomian
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